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Abstrak  

 

Noviansyah, 202120251046, 2023.  

Pembuktian tindak pidana kekerasan seksual masih dianggap lemah, karena korban 

kekerasan seksual yang terjadi di Lembaga Pendidikan seringkali menghadapi 

sejumlah kendala. Kekerasan seksual sulit diungkap apalagi jika terjadi di lingkungan 

dengan pelaku yang memiliki relasi kuasa, kebanyakan korban lebih memilih diam 

karena banyak faktor yang membuat dirinya tidak bisa mengadukan tindakan tersebut, 

salah satunya ketakutan kehilangan pekerjaan, dengan minim alat bukti korban bisa 

dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah. Kekerasan seksual di 

Indonesia juga marak di Lembaga Pendidikan, namun tidak diatur secara khusus dalam 

perundang-undangan, akan tetapi ada pasal-pasal yang bersifat umum. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Peraturan yang bersifat khusus dan 

memberi payung hukum baru dalam bentuk Peraturan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, yang memiliki ruang lingkup 

berlakunya sangat terbatas yakni perguruan tinggi. Begitupun didalam Undang–

undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  Nomor 12 Tahun 2022. Dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki celah yang memungkinkan 

terbebasnya pelaku kekerasan seksual dari jerat hukum terutama dalam Pasal 24 dan 

Pasal 25 mengenai alat bukti tindak pidana kekerasan seksual. Kurangnya alat bukti 

dalam tindak kekerasan seksual akan mengakibatkan kasus tidak dapat diproses dengan 

baik, terutama dalam awal proses pembuktian sehingga peraturan PerUndang-

Undangan tindak pidana kekerasan seksual secara khusus yang sudah ada sangat 

diperlukan pengaturan untuk kejelasan turunan dari pasal-pasal yang ada guna 

melindungi korban, penegakan hukum, dan memenuhi rasa keadilan dalam 

masyarakat. 

 

Kata Kunci: penegakan hukum, kekerasan seksual, pembuktian 
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Abstract 

Noviansyah, 202120251046, 2022. 

Proof of the crime of sexual violence is still considered weak, because victims of sexual 

violence that occur in educational institutions often face a number of obstacles. Sexual 

violence is difficult to disclose, especially when it occurs in an environment with 

perpetrators who have power relations, most victims prefer to remain silent because 

there are many factors that prevent them from complaining about the act, one of which 

is the fear of losing their job, with minimal evidence the victim can be reported back 

on charges of defamation. reputation or slander. Sexual violence in Indonesia is also 

rife in educational institutions, but it is not specifically regulated in legislation, but 

there are articles that are general in nature. The research method used is normative 

juridical. Regulations that are specific and provide a new legal umbrella in the form 

of Regulation of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology Number 

30 of 2021, which has a very limited scope of application, namely universities. 

Likewise, in the Law on the Crime of Sexual Violence Number 12 of 2022. In this study, 

it was found that the legal system in Indonesia has loopholes that allow perpetrators 

of sexual violence to be released from legal snares, especially in Articles 24 and Article 

25 concerning evidence of crimes of sexual violence. The lack of evidence in acts of 

sexual violence will result in cases not being processed properly, especially at the 

beginning of the verification process so that existing laws specifically on the crime of 

sexual violence really need arrangements for clarity on the derivatives of the existing 

articles to protect victims, upholding the law, and fulfilling a sense of justice in society. 

 

Keywords: law enforcement, sexual violence, evidence 
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